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Abstrak: Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada implementasi fungsi
pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Tujuan utama dari kegiatan ini
adalah untuk mendukung BPKAD dalam memberikan pembinaan kepada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait dua isu strategis, yaitu tindak lanjut kebijakan efisiensi
belanja pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden, serta pengelolaan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adil dan akuntabel. Metode pelaksanaan meliputi
observasi, asistensi teknis, diskusi terbimbing, serta keterlibatan aktif dalam proses
administratif dan verifikasi data.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemahaman
regulasi oleh OPD, terutama dalam menyesuaikan struktur belanja dan dokumen
pendukung tunjangan ASN. Namun melalui pembinaan dan pendampingan yang
dilakukan bersama tim BPKAD, terjadi peningkatan pemahaman dan kepatuhan
administrasi di sejumlah OPD. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman langsung bagi
mahasiswa dalam memahami dinamika birokrasi serta proses implementasi kebijakan
fiskal di daerah. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa kolaborasi antara
lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dapat menjadi strategi efektif dalam
memperkuat tata kelola keuangan publik secara partisipatif.

Kata kunci: pengabdian masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran,
tunjangan ASN, BPKAD

Abstract: This community service activity was carried out through at the Regional Financial and
Asset Management Agency (BPKAD) of West Nusa Tenggara Province, focusing on the
implementation of the functions of quidance and evaluation in regional financial management. The
main objective of the activity was to support BPKAD in providing guidance to Regional
Government Organizations (OPD) on two strategic issues: the follow-up to government spending
efficiency policies based on Presidential Regulation, and the management of civil servant (ASN)
allowances in a fair and accountable manner. The implementation methods included observation,
technical assistance, guided discussions, and active involvement in administrative processes and
data verification.

The results of the activity show that challenges remain in the understanding of regulations by
OPD, particularly in adjusting expenditure structures and supporting documents for ASN
allowances. However, through the guidance and assistance provided by the BPKAD team,
improvements were observed in administrative compliance and awareness among several OPD.
This activity also provided students with direct experience in understanding bureaucratic
dynamics and the process of implementing fiscal policies at the regional level. The community
service demonstrated that collaboration between academic institutions and local governments can
be an effective strategy to strengthen participatory public financial governance.

Keywords: community service, regional financial management, budget efficiency, civil servant
allowances, BPKAD
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PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam
pemyelengaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang
baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan tepat
sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola
keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Segah & Kaharap, 2022)

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kompleksitas pengelolaan keuangan daerah
semakin meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi dan pembinaan yang tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga substantif agar kualitas pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan
dari waktu ke waktu. Fungsi pembinaan dan evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai
dari penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah (Mamangkey, Tinangon, & Budiarso, 2023)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh mahasiswa di lingkungan BPKAD Provinsi NTB
menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung
pelaksanaan fungsi pembinaan dan evaluasi tersebut. Keterlibatan mahasiswa diharapkan
dapat memberikan kontribusi nyata, baik melalui asistensi teknis maupun penguatan sistem
kerja yang berjalan, serta memberikan pengalaman langsung dalam proses tata kelola
keuangan daerah (Khansa & Putri, 2023)

Melalui kegiatan pengabdian ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman
praktis mengenai pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga turut berperan dalam
memperkuat kapasitas kelembagaan BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh
karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan menganalisis proses serta kontribusi
kegiatan ini sebagai bagian dari jurnal pengabdian masyarakat.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada Bidang Bina Evaluasi
Keuangan Kabupaten/Kota. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat deskriptif
dengan pendekatan partisipatif, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi
pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengabdian ini
dilaksanakan kurang lebih 4 bulan dari tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 20 Juni
2025 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Temggara Barat.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan berikut:
1. Observasi dan Identifikasi Permasalahan
Tahap awal kegiatan diawali dengan observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi Bidang Bina Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, serta identifikasi masalah
yang dihadapi dalam pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan
ini dilakukan melalui pengamatan aktivitas kerja harian serta studi awal terhadap
dokumen terkait.
2. Keterlibatan dalam Kegiatan Teknis
Peserta magang terlibat secara langsung dalam proses administratif dan teknis
3. Studi Dokumentasi dan Analisis Data Sekunder
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Untuk mendukung pemahaman, dilakukan kajian terhadap dokumen resmi seperti
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, dan laporan hasil evaluasi
sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai efektivitas pelaksanaan
fungsi pembinaan.

4. Wawancara dan Diskusi Terfokus
Kegiatan ini juga melibatkan wawancara informal dan diskusi dengan pegawai dan
pejabat fungsional di BPKAD guna memperoleh informasi mendalam terkait kendala,
strategi, dan praktik terbaik dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

5. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
Pada akhir kegiatan, mahasiswa menyusun laporan akhir yang memuat deskripsi
kegiatan, temuan, dan rekomendasi praktis sebagai kontribusi terhadap penguatan
fungsi pembinaan dan evaluasi keuangan daerah oleh BPKAD Provinsi NTB.

Adapun aktivitas yang dilakukan selama pengabdian di Bidang Bina Evaluasi
Kabupaten /Kota yaitu seperti melakukan pembinaan dengan Kemendagri dan Seluruh OPD
Kab/Kota di Provinsi NTB, menyesuaikan Laporan CALK Masing-masing Kab/Kota, Mengikuti
Pembinaan Terkait Mekanisme Pengelolaan Tunjangan Guru ASN. Tahap keempat, pihak
kampus melakukan kunjungan langsung ke lokasi penabdian untuk memantau kondisi dan
mengidentifikasi kendala yang dialami selama masa penabdian berlangsung. Tahap kelima,
penyusunan laporan pengabdian, pembuatan video dokumentasi kegiatan, serta penulisan
jurnal artikel sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama kegiatan pengabdian di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mahasiswa
terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang difokuskan pada dua isu utama, yaitu (1) tindak lanjut atas kebijakan efisiensi
anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres), dan (2)
penyesuaian serta pengelolaan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterlibatan
mahasiswa dalam kegiatan ini memberi gambaran nyata mengenai tantangan birokrasi
dalam melaksanakan kebijakan nasional secara teknis di tingkat daerah.

Kegiatan pembinaan terkait efisiensi anggaran merujuk pada implementasi Perpres
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menekankan perlunya
pengetatan terhadap belanja perjalanan dinas, belanja rapat, serta belanja barang yang
tidak langsung mendukung layanan publik. Dalam konteks ini, BPKAD Provinsi NTB
bertugas membina OPD agar melakukan penyesuaian belanja sesuai dengan rambu-rambu
yang ditetapkan pemerintah pusat. Mahasiswa turut dilibatkan dalam proses penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD serta membantu dalam penyusunan matriks
efisiensi yang menjadi bahan evaluasi.
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Gambar 1. Pembinaan OPD dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa beberapa OPD masih belum memahami
secara menyeluruh substansi dan implikasi dari kebijakan efisiensi tersebut. Melalui
kegiatan asistensi, mahasiswa bersama tim BPKAD memfasilitasi sosialisasi teknis yang
menjelaskan klasifikasi belanja yang harus dihindari atau dikurangi. Selain itu, dilakukan
simulasi perbandingan antara belanja sebelum dan sesudah efisiensi untuk memberi
gambaran konkret terhadap potensi penghematan. Kegiatan ini sekaligus menjadi media
edukasi fiskal agar setiap OPD lebih bijak dalam menyusun anggaran.

Adapun pembinaan terkait tunjangan ASN berfokus pada evaluasi dan penyesuaian
pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai
dengan kinerja, beban kerja, dan kehadiran pegawai. Dalam kegiatan ini, mahasiswa
membantu staf BPKAD dalam memverifikasi data kepegawaian dan menghitung simulasi
TPP berdasarkan formula terbaru yang digunakan oleh pemerintah provinsi. Proses
pembinaan ini penting untuk memastikan bahwa pemberian tunjangan dilakukan secara
adil, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Gambar 2. Pembinaan Terkait Mekanisme Pengelolaan Tunjangan Guru ASN
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa beberapa OPD mengalami kendala dalam
penyusunan dokumen pendukung penyaluran tunjangan, terutama dalam aspek
keterpaduan data kehadiran dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, BPKAD memberikan
bimbingan teknis untuk menyusun laporan kinerja individu dan memastikan
keterhubungan data dengan sistem aplikasi kepegawaian yang digunakan. Mahasiswa juga
berkontribusi dalam merapikan arsip digital dan membantu validasi silang antara
dokumen manual dan sistem elektronik.

Kegiatan pembinaan ini memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman dan
kepatuhan OPD terhadap regulasi yang berlaku, meskipun masih dibutuhkan
pendampingan lanjutan terutama dalam aspek teknis administrasi. Dari sisi mahasiswa,
keterlibatan langsung dalam proses pembinaan memberikan pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana kebijakan pusat diterjemahkan ke dalam tindakan administratif dan
operasional di daerah. Ini sekaligus menjadi refleksi bahwa reformasi birokrasi bukan
hanya tentang perubahan kebijakan, tetapi juga transformasi pola kerja dan pemahaman
sumber daya manusia di lapangan.

Gambar 3. Pembinaan dengan BPKAD Kab/Kota di NTB

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian yang berorientasi pada pembinaan OPD
ini memberikan dampak positif baik bagi instansi maupun mahasiswa. Di satu sisi, instansi
terbantu dalam proses asistensi dan penguatan tata kelola; di sisi lain, mahasiswa
mendapatkan pengalaman nyata dalam menyelesaikan persoalan birokrasi serta belajar
menjembatani regulasi dengan implementasi. Ke depan, keberlanjutan kegiatan serupa
dapat menjadi bagian dari model kolaborasi antara akademisi dan birokrasi dalam
mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien dan profesional.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan
kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan evaluasi
pengelolaan keuangan daerah. Melalui keterlibatan aktif dalam pembinaan kepada OPD,
khususnya terkait tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran sesuai Peraturan Presiden dan
pengelolaan tunjangan ASN, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung tentang
dinamika implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah. Pembinaan yang dilakukan
menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman regulasi, ketepatan
pelaksanaan anggaran, dan penyusunan dokumen pendukung tunjangan pegawai. Namun
demikian, melalui asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh tim BPKAD bersama
mahasiswa, terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan OPD terhadap aturan yang
berlaku. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan BPKAD dalam
menjalankan fungsi strategisnya. Dari sisi mahasiswa, kegiatan pengabdian ini tidak hanya
menjadi wadah pembelajaran praktis, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi
akademik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan
transparan. Pengalaman ini memperkaya perspektif mahasiswa mengenai pengelolaan
keuangan publik serta pentingnya sinergi antara kebijakan, administrasi, dan pelaksanaan
teknis di lapangan. Bagi BPKAD, disarankan untuk terus meningkatkan intensitas dan
kualitas pembinaan kepada OPD, terutama dalam bentuk bimbingan teknis dan
pendampingan berkelanjutan agar kebijakan efisiensi dan pengelolaan tunjangan ASN
dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh perangkat daerah.
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